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IGPAI.A SEMIAII II( TEEERIPEIffiIilA LE}IEAYA}IE

: 42O I oZlDpK-pAUD tN i2a20
; O2iPRIL2O2O

E hari ini lamis tanggal Duabulan Aprittahun Daa riba dua puluh,tGmiyang bertanda tangan dihllni -

: HELPIDA ERNI, s.Pd
; Kua*a Pengguna Anggalan Bidang PAUD DIXITIAS
Tahun Anggaran 2O2O

: f,|" H. Agus Salim - painan

Dilnrhk untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia e. pemerintah Kabupaten pesisir selatan*r}tep disebut pfflAf ?EETA4|-L

Nomor

Tangga!

L l{ama

L labatan

3. Alamat

: HARMANEUS, S.pd. AUD

: Xepala T!( f*EGERI PEIiBIHA t=?*GAYANG
: Il. Pasar Kambang ilagari Kambang Barat

tthclak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan surat Keputusan Bupati pesisir selatan No.
a'ZffiIBKPSDM-2O17 Tanggat 7 Agustus 2017 yangselanjutnya disebut 4THAKKEDUA.tl'l,ll( PERTAI'A dan PIHAI KEDuA seea* be-rsama tertebih dahulu me-n]elaskan dan menyadari
-penuhnya hal-hal sebagai berikut :

!- Nama

z- labatan

3- Alamat

1" Bahwa undang-undang tiarncr zs rahun z0s3 a*kra hin mengamanaikan :) Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
kemudahan serE menjamin terselengga.ranya pendidikan yang kr.mr;tu baai
negara tanpa diskiminasi;

layanan dan

Sefiaft warga
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Tanggal

: 420@/DPK-PA|DIU4020
: 02April2020

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisit<, kecerdasan intelektual, sosial,
emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Femerintah,
Pemerintah daerah dan masyaraka!

D Pasal z16 ayat (2) : kmerintah dan pemerintah

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam

NeEara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkabn prasa€na pendidikan rneruBakan satah sahr prioritas pernbangunan
nasional, sehingga Penrerintah berupaya mendorong pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3' Bahwa Per:aturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajiblon setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendkliton untuk
menunJ'ang prclses pembelajar:an yang teratur dan berkelanjuhn dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

+ Bahwa Peraturcn Presiden Reputrfik Indonesia No. 88 Tahun 201g Tanggaf 30 Des€r.nber ?01g
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pndidikan dilakukan oleh Panitia pembangunan sekolah secara swaketota
yang ditetapkan oleh Kepata sekolah penerima atokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

5' Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 25 Februari 2020 Tentang Petunjuk oper:asional penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

5' Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Pelakanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunanlRehabilitasi
Gedung dan Pengadaan sarana Prasarana sekolah Menengah pefiama (DAK Regule r 2a2g;

Etgaft ini menyatakan teiah setuju dan sepakat untuk mengikat diri daiam suatu perjanjian pemberian
Dntnn Dana Alokasi Khusus (DAl0 Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
&r ryarat-,varat seperti dalam pasal-pasal di hawah ini :

Daerah bertanggung jawab menyediakan

Pasal 31 ayat (a) Undang-Undang Dasar

tbinjim Penbrim Bantuatt
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Tanggal

: 42QA2pPIGPAUD/IUQAAA
: A2April202A

M,t",:Hlt ur,"n

rtmFn ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudlcn
rx rDerdariai keglatan pemhngunan/rehabilibs! prasarana penclidikan pda jenjang sekolah Menengah
Erma dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasamna pendidikan sesuai dengan standar nasional
ffian' Pihak l(dua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &
& serta bertanggunqiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

tingkup kke{aaa
f!f,nian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang pendidilon

nrydesafkan peke{aan pembangunan/rchabilibsi prasar.ana

Irgmdiputi:
tr Rehabilitasi Toilet/Jamban,

Tahun Anggaran 2020 digunakan unhrk

pendidikan pda TX ilegeri tengayang

Pasal 3

Jangka tYaktu Felaksanaan

L blgl(a waktu pelakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adatah 120 (seratus dua puluh) hari
Btder terliihrng mula! saat dite.rinnanva dana DAK Frsik Brdang pendrdikan Tahun Anggamn 2020 d,
&[ng PIHAK KEDUA,

,Dux XEDUA akan mulai nelaksanakan pekerjaan sehgaimana dinraksud dalam Pasal 2 paling
mat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana
Hdihn Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

DAK Fisik Bidang

Banaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember
aEo.

Pasal 4

ft tnsip-Prinsi p pekerjaan

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

tbksanaandikerjakandenganmekan=hmeswakelola_

kterapan asas efektifitag efisiensi, transparansi dan akuntabilihs,
krgubmaan prtlsipsi masyaratot dalam pengeblaan kegiahn,

$inalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Peuberian Bantaan
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Pasal 5

Tugas dan Kewaiiban para pihak

I. 
'DIAI( 

PERTAIuIA :

a) ilenyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

rdalui Satuan Keria Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan Fngb waktu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung iawab te*radap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidilon di tingkat
Kabupaten.

c| l'lernberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasidan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Fendidikan.

Q l'lelaksanakan monitoring dan evaluasiserb menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

'!HAX 
KEDUA:

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap petakanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

=tuan 
pendrdikan {Sekolah}.

D) t{ernbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan perdidikan (Sekolah).

Q !,lelaporlen keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannle secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA.

S lEmtat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Mang pendidikan kepada pIHltK
PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekedaan

pekerjaan rebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

FIlil( I(EDUA dalam me.lakanakan kegiatan han:s melibatkan unsur sek-olah, komir-e dan masyarakat
d'arrai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

ElAf XEDUA dalam nrengebta DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai delgan petunjukTeknis

fti Pehrnjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkai!
Eru( KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaanlkemajuan pekerjaan
hpada PIHAX PERTAMA,

El l( I(EDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

hmn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
EIAK IGDUA wajib nrelakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku lcas serta

1:hporan keuangan dari hasil pekerjaan,

E[ l( KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

;ftnaan pekerjaan serta rne-nyimpan buktFbulcti setoran da* faktur pajak sesuai de,ngan peraturan
pudang-undangan,

PemberianBanhmn
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f Elll( XEDUA berkewajiban rnetakukan serah terima hasil pekerjaan dengan pIHnK pERTAIIA yang
flnqrEl<ap dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L E|AI( IGDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Fendidilon Tahun
lgggamn 2020,

L llllAl( XEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengeblaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
kddikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemel_iksaan

En pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PrHAK PERTAuA dibantu oleh tenaga
ffie,r l.ang merupaka* rrnsur indiwdu yang ahli dibidang*,va,

ElAx PERTAMA nrempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
htrtran plaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bankran

m Fftnk Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2a2o yang diberikan PIHAK PERTAI|A kepada PIHAK
EUA sebesar Rp- a0-000.000.- (Empat Puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

aD RehabiliEasi Toitetflamban = Rp. 40.000.000,-

ILE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

fHZ
untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

frp 7 : 25Ya (Dua puluh iima perseraius) ciari keseiuruhan dana s,wakeioia seteiah prjanjian ini
frtangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetuju' prHAK PERTAITIA ,

Ttrp II : 45% iEmpat puiuh iima perseratus) dari kseiuruhan dana swakeloia apabiia pekerjaan teiah
GEPai bobot 20% (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
&riaan,

Tilap IrI : 30o/o (Tiga puruh perseratus) dari keseruruhan dana
qai bobot 6506 (enam puluh tima perseratus). dibngkapi
hsian pekerjaan.

swakelola apabila pekerjaan telah

dengan dokumentasi dan progress

PemberiotBantwt
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h pembayaran disalurkanltransfer ke rekening PIHAK IGDUA dengan rincian shb :

l{ama Rekening :

l{ornor Rekening : (H01.O21O.OS955-3

ilama Bank ; BankNagariCabang Kambang

Pasal 1O

Forae Irlaleune

Fore Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
ddndar{ran sehingga -suatu kegiabn trclak dapat terlaksana sebagaimana mestin"ya seperti bernana
dam, epidemi( peperangan, perrpgokan, sabotase, pemberontalonlkerusuhan.

Arrabila terjadi force maieure maka prHAK KEDU* sqe,a rrrember*tahulcn kepaja prltAfl
PERTAMA secaE tertulis setambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
Eriadinya fore majeur-e dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarhn oteh pihak benrenang.

Bedasarlon pemberitahuan tertulis dari PIHAK XEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
maka PrHAx PERTAI{A akan melakukan ryaluasidan kajian untuk rnengambi! keputusan, rnenyetujui
atau menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

rpabiia permohorran teituiis dari PEfl*K KEDUA teniang force majeure diterimaldisetujui maka akan
dakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awat dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

Apabila PrHAK NEDUA dalam melat<sanaton pekerjaan terdapt kelebihan/sisa dana maka dapat
dgunakan untr;k menambah votume atau sas.;t?}n dengan p,rsefujuan pIH*x PERTAHA-
ro sisa dana tidak digunalen unfuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dsetorkan kenrbali ke lcas drerah.

Pasal 12
pertanggungjarrahan

DIHAK KEDUA wajib membuat laporan secarE! berkata mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
IEftsjaan kepada pIltAK pERTAltA.

'Dllx 
KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan

tEserb kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pncairan dana.

Pemberion Banluan
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t' L4oran perhnggungiawaban kegiahn harus sudah diserahkan oleh prHAK KEDUA kepada prHAx
PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selsainya pelaksanaan
pekerjaan, dilampiri antara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungjawaban keuangan sepetti
pengeluaran lainnya,

c) Bukti setoran pajak,

d) Bukti teknis peke$aan-

: kwitansil faktur setiap pembetian barang dan bukti

Pasal 13

$anksi

rpabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
ftetenh:an yang ber'laku dalam dokumen teknE RAg dan Gambar rencana, maka prflll( PERTAITIA
srii,.r sepihak dapat memutuskan/menghenti'kan pekerjaan tersebut.

L knutusanlpnghentian sebagaimana dimaksud ayat {1} diatas
nnngembarikan seruruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan
krhran perundang-undangan.

maka PIHAK XEDUA wa-iib

dikenakan sanksi ssuai dengan

Pasal 14

PE]*U'UP

En surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Fainan, pada hari danEIgn terseiut di atas' surat Perjaniian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

-tnrei 
cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- PIHAK KEDU&
Enle-il ilegeri pembina'Lng"yrrg

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAIII4
Kuasa Pengguna Anggaran

{LH ,i' ,

196802252007012@3
{r

HELPIDA ERITI, S.Pd
NrP. 1S41229. 198702.2.001

Penbrion Banataa


